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ABSTRAK

Direksi dalam perseroan terbatas memiliki peran strategis dalam pengelolaan perusahaan serta
pengambilan keputusan bisnis. Namun, tidak seluruh keputusan yang diambil selalu menghasilkan
keuntungan, karena dalam praktiknya keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi
perusahaan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait batas pertanggungjawaban
direksi atas kerugian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab direksi
terhadap kerugian perusahaan berdasarkan prinsip fiduciary duty. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
perseroan terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan
artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum apabila kerugian perusahaan disebabkan oleh kelalaian atau tindakan
yang melanggar prinsip fiduciary duty, khususnya kewajiban kehati-hatian dan loyalitas.
Sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian timbul sebagai akibat
dari risiko bisnis yang diambil secara itikad baik dan sesuai dengan prinsip business judgment rule.
Dengan demikian, prinsip fiduciary duty berfungsi sebagai instrumen hukum untuk
menyeimbangkan kebebasan direksi dalam mengambil keputusan dengan perlindungan terhadap
kepentingan perusahaan.

Kata Kunci: Direksi; Perseroan Terbatas; Fiduciary Duty; Kerugian Perusahaan.

ABSTRACT

The board of directors in a limited liability company holds a central position in conducting
management functions and determining strategic business policies. In practice, the decisions taken
by directors do not always generate financial gains and may, under certain circumstances, cause
losses to the company. This condition gives rise to legal issues concerning the extent of directors’
responsibility for such losses. This research examines the accountability of directors for company
losses based on the fiduciary duty principle. The study applies a normative legal research method
using statutory and conceptual approaches. Primary legal sources consist of legislation governing
limited liability companies, while secondary sources include legal textbooks, scholarly journals, and
relevant academic publications. The findings indicate that directors may be legally responsible when
company losses arise from negligence or actions that breach fiduciary obligations, particularly the
duties of care and loyalty. On the other hand, directors cannot be held liable for losses resulting
from business decisions made prudently and in good faith under the business judgment rule.
Therefore, the fiduciary duty principle functions as a legal framework to ensure a fair balance
between managerial discretion and the protection of corporate interests.
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PENDAHULUAN

Direksi merupakan organ sentral dalam Perseroan Terbatas yang memperoleh
kewenangan dari pemegang saham untuk melakukan pengurusan serta mewakili perseroan
dalam setiap perbuatan hukum maupun kegiatan usaha. Dalam menjalankan kewenangan
tersebut, direksi dituntut untuk bertindak berdasarkan itikad baik, menjunjung tinggi
loyalitas terhadap kepentingan perseroan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian
sebagaimana tercermin dalam prinsip fiduciary duty. Prinsip ini mengharuskan direksi
untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan dan mengesampingkan kepentingan
pribadi maupun kepentingan pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kewajiban direksi untuk mengelola perseroan secara bertanggung jawab telah ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat
(2) secara normatif mengatur bahwa pengurusan perseroan harus dilaksanakan oleh setiap
anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 97 ayat
(3) menyatakan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas
kerugian perseroan apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas pengurusan.

Dalam praktik bisnis, permasalahan hukum sering muncul ketika keputusan yang
diambil oleh direksi berujung pada kerugian bagi perseroan. Tidak setiap kegagalan usaha
dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh direksi,
mengingat kegiatan usaha pada dasarnya mengandung risiko. Namun demikian, apabila
dalam proses pengambilan keputusan direksi terbukti melanggar prinsip fiduciary duty,
seperti tidak menerapkan kehati-hatian (duty of care) atau mengutamakan kepentingan
pribadi di atas kepentingan perseroan (duty of loyalty), maka tindakan tersebut berpotensi
menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk
memberikan kejelasan mengenai batas-batas tanggung jawab direksi atas kerugian yang
dialami perseroan berdasarkan prinsip fiduciary duty. Kajian ini tidak hanya menelaah
ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperhatikan landasan konseptual yang
membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan kesalahan atau kelalaian yang
dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep fiduciary duty dalam
kaitannya dengan tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas; (2) mengkaji pengaturan
hukum mengenai pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan di Indonesia; dan (3)
menjelaskan batas pertanggungjawaban direksi apabila kerugian perseroan timbul akibat
pelanggaran prinsip fiduciary duty. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya pemahaman akademik mengenai tanggung jawab hukum direksi dalam praktik
korporasi di Indonesia serta menjadi rujukan bagi penguatan penerapan prinsip good
corporate governance dalam Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji
tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas atas kerugian perusahaan dengan berlandaskan
pada prinsip fiduciary duty. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian
diarahkan pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Objek kajian dalam penelitian ini mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang
mengatur Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksana yang relevan. Pemilihan bahan
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kajian dilakukan secara selektif dengan menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan yang
berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan, termasuk
pengaturan mengenai prinsip fiduciary duty, kewajiban kehati-hatian (duty of care), dan
kewajiban loyalitas (duty of loyalty).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum
sekunder diperoleh dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Seluruh bahan hukum tersebut
dihimpun untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum
yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik
analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta
menafsirkan norma hukum dan pendapat akademik guna menjawab rumusan masalah
penelitian. Untuk meningkatkan validitas hasil analisis, dilakukan perbandingan antara
ketentuan hukum positif dengan pandangan para ahli serta praktik hukum yang tercermin
dalam putusan pengadilan terkait tanggung jawab direksi. Dengan demikian, hasil penelitian
diharapkan tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis
dalam penerapan hukum perseroan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep dan Landasan Teoretis Fiduciary Duty

Prinsip fiduciary duty merupakan salah satu fondasi utama dalam tata kelola
perusahaan modern. Secara konseptual, prinsip ini menempatkan direksi sebagai pihak yang
menerima kepercayaan (fiduciary) untuk mengelola perseroan demi kepentingan terbaik
perusahaan. Kepercayaan tersebut menimbulkan kewajiban hukum dan moral bagi direksi
untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, serta loyalitas penuh terhadap perseroan.
Dengan demikian, setiap tindakan direksi harus diarahkan pada pencapaian tujuan
perusahaan, bukan pada kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dalam konteks hukum perusahaan, fiduciary duty berfungsi sebagai mekanisme
pengendalian agar kekuasaan direksi tidak disalahgunakan. Prinsip ini menjadi instrumen
penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan manajerial direksi dan
perlindungan kepentingan perseroan beserta para pemangku kepentingan. Tanpa adanya
fiduciary duty, pengambilan keputusan bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
dan kerugian yang signifikan bagi perusahaan.

B. Penerapan Fiduciary Duty dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip fiduciary duty tercermin secara implisit dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97
menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang
mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka yang bersangkutan dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan
direksi sebagai pihak yang tidak hanya bertanggung jawab secara kolektif, tetapi juga secara
individual. Dengan kata lain, kedudukan direksi tidak sepenuhnya terlindungi oleh badan
hukum perseroan apabila terbukti melanggar kewajiban fidusia. Prinsip ini sejalan dengan
upaya mendorong praktik good corporate governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas
dan tanggung jawab.

C. Duty of Care dan Duty of Loyalty sebagai Unsur Utama Fiduciary Duty
Fiduciary duty dalam praktik korporasi umumnya diwujudkan melalui dua kewajiban
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utama, yaitu duty of care dan duty of loyalty. Duty of care mengharuskan direksi bertindak
secara cermat, profesional, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Setiap keputusan
bisnis seharusnya didasarkan pada informasi yang memadai serta analisis risiko yang
proporsional. Kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian ini dapat menimbulkan
tanggung jawab hukum apabila berakibat pada kerugian perusahaan.

Sementara itu, duty of loyalty menekankan kewajiban direksi untuk mengutamakan
kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini
biasanya muncul dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan peluang usaha
perusahaan, atau pemanfaatan informasi internal untuk keuntungan pribadi. Dibandingkan
duty of care, pelanggaran duty of loyalty cenderung lebih mudah dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan dan keuntungan pribadi.

D. Studi Kasus Pelanggaran Fiduciary Duty di Indonesia

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran fiduciary duty oleh
direksi masih sering terjadi, baik dalam bentuk kelalaian maupun penyalahgunaan
wewenang. Pada beberapa perusahaan, direksi terbukti mengambil keputusan strategis tanpa
dasar analisis risiko yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang besar.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan duty of care dalam praktik pengelolaan
perusahaan.

Selain itu, terdapat pula kasus-kasus yang menunjukkan pelanggaran duty of loyalty,
di mana direksi memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan
semacam ini tidak hanya merugikan perseroan, tetapi juga merusak kepercayaan pemegang
saham dan investor. Dari sudut pandang hukum, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi berupa tanggung jawab perdata, sanksi administratif, bahkan pidana apabila
memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

E. Analisis Perbandingan dengan Praktik Internasional

Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem common
law, penerapan fiduciary duty di Indonesia masih relatif terbatas. Di beberapa negara,
dikenal prinsip business judgment rule yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi
sepanjang keputusan bisnis diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang cukup, dan
tanpa konflik kepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong keberanian direksi dalam
mengambil keputusan bisnis tanpa takut selalu dibayangi risiko gugatan hukum.

Di Indonesia, prinsip business judgment rule belum diatur secara eksplisit dalam
peraturan perundang-undangan. Akibatnya, direksi cenderung berada dalam posisi yang
lebih rentan terhadap tuntutan hukum, meskipun keputusan yang diambil sebenarnya
merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan
kerangka hukum agar terdapat keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseroan
dan kepastian hukum bagi direksi.

F. Sintesis Hasil Pembahasan

Berdasarkan analisis normatif dan studi kasus yang telah diuraikan, dapat disimpulkan
bahwa fiduciary duty memiliki peran strategis dalam mencegah Kkerugian perusahaan.
Pelanggaran duty of care umumnya berkaitan dengan kelalaian dalam pengambilan
keputusan, sedangkan pelanggaran duty of loyalty lebih menitikberatkan pada konflik
kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Kedua bentuk pelanggaran tersebut sering kali
saling berkaitan dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan
perusahaan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip fiduciary duty yang konsisten, didukung oleh
sistem pengawasan internal yang efektif, merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang sehat. Selain itu, pengembangan regulasi yang lebih jelas mengenai
perlindungan hukum bagi direksi juga diperlukan agar pengambilan keputusan bisnis dapat
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berjalan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan loyalitas.
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran fiduciary
duty oleh direksi masih menjadi persoalan serius dalam praktik pengelolaan perusahaan di
Indonesia. Pelanggaran terhadap duty of care umumnya tercermin dari kegagalan direksi
dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat mengambil keputusan strategis. Sejumlah
kasus, seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia dan PT Taspen, menunjukkan bahwa
keputusan investasi atau pengadaan yang tidak disertai analisis risiko yang memadai dapat
menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Dalam perspektif hukum normatif,
kondisi tersebut dikategorikan sebagai kelalaian manajerial yang berpotensi menimbulkan
pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana apabila disertai unsur
penipuan atau penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, pelanggaran duty of loyalty juga kerap terjadi ketika direksi tidak
menempatkan kepentingan perseroan sebagai prioritas utama. Praktik pemanfaatan
corporate opportunity untuk keuntungan pribadi, sebagaimana tercermin dalam kasus PT
Multidaya Teknologi Nusantara, telah menimbulkan kerugian besar bagi pemegang saham
serta merusak reputasi perusahaan. Fenomena serupa juga tampak dalam kasus-kasus
internasional, seperti Enron dan Keech v. Sandford, yang menunjukkan bahwa pelanggaran
loyalitas direksi sering kali menjadi dasar utama tuntutan hukum di pengadilan.

Lebih lanjut, pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran duty of care dan duty of
loyalty sering kali tidak berdiri sendiri. Pada banyak kasus, khususnya di perusahaan rintisan
dan badan usaha milik negara, pelanggaran kedua kewajiban tersebut terjadi secara
bersamaan dan menghasilkan dampak kerugian yang jauh lebih besar. Hal ini menegaskan
bahwa kedua aspek fiduciary duty bersifat saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam
memenuhi salah satunya dapat memicu pelanggaran yang lain. Oleh karena itu, penerapan
prinsip good corporate governance menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya
kombinasi pelanggaran tersebut.

Dari perspektif perbandingan hukum, praktik di negara-negara yang menganut sistem
common law menunjukkan pendekatan yang lebih tegas sekaligus adaptif dalam
menegakkan fiduciary duty. Keberadaan prinsip business judgment rule memberikan ruang
perlindungan bagi direksi selama keputusan diambil secara rasional, berbasis informasi
yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan. Di sisi lain, mekanisme piercing the
corporate veil digunakan secara efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi
apabila terbukti menyalahgunakan entitas korporasi. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia,
yang belum secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam pengaturan hukum
positifnya.

Dengan demikian, keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa fiduciary
duty tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban formal direksi, melainkan
sebagai sarana mitigasi risiko strategis dalam pengelolaan perusahaan. Direksi yang
memahami dan menerapkan duty of care dan duty of loyalty secara konsisten akan lebih
mampu meminimalkan risiko kerugian, menjaga kepercayaan investor, serta menjamin
keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

SARAN
Penguatan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Perusahaan perlu memperkuat penerapan prinsip good corporate governance melalui
sistem pengawasan internal yang efektif. Pengawasan tersebut dapat diwujudkan dengan
pelaksanaan audit internal secara berkala, pembentukan komite risiko, serta penerapan
kebijakan yang tegas terkait pencegahan konflik kepentingan. Mekanisme pengawasan yang
berjalan dengan baik terbukti mampu menekan potensi pelanggaran fiduciary duty dan
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mengurangi risiko sengketa hukum, sebagaimana terlihat pada praktik perusahaan
multinasional yang tetap stabil meskipun menghadapi tekanan krisis finansial.
Perlunya Pengaturan Business Judgment Rule dalam Hukum Indonesia

Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengadopsian prinsip business
judgment rule ke dalam pengaturan hukum perseroan di Indonesia. Perlindungan hukum
bagi direksi yang mengambil keputusan secara rasional, berbasis informasi yang memadai,
dan dilakukan dengan itikad baik akan mendorong iklim pengambilan keputusan yang lebih
progresif. Dengan demikian, direksi tidak berada dalam posisi yang terlalu defensif, namun
tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau
penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan

Perusahaan, khususnya badan usaha milik negara dan perusahaan rintisan, perlu
menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai standar minimum dalam pengelolaan
usaha. Penyusunan laporan keuangan yang terbuka, disertai dengan audit eksternal yang
independen, menjadi langkah penting untuk mencegah praktik manipulatif dan konflik
kepentingan. Transparansi yang baik tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham,
tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
Pendidikan dan Pelatihan Fiduciary Duty bagi Direksi

Direksi perusahaan disarankan untuk secara berkala mengikuti pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan prinsip fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, serta
manajemen risiko. Peningkatan pemahaman hukum dan etika bisnis ini diharapkan dapat
membangun kesadaran profesional direksi dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus
meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sengketa hukum.
Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas

Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan, perlu
melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap pelanggaran fiduciary duty.
Penerapan sanksi yang tegas, baik dalam ranah perdata maupun pidana, akan menciptakan
efek jera serta mendorong terbentuknya budaya tata kelola perusahaan yang lebih
bertanggung jawab dan berintegritas.
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